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ABSTRAK 

Rios Permana : Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap Dinas 

Prasarana Jalan Tata Ruang Dan Permukiman 

Provinsi Sumatera Barat 

Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera 

Barat bergerak di bidang pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja aset tetap yang ada di intansi dan 

pengelolaan dan pengawasan terhadap aset tetap di Dinas Prasaran Tata Ruang 

dan Permukiman Proinsi Sumatera Barat  sesuai dengan  SAP No 09 dan PP 71 

tahun 2010 

Bentuk penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian studi lapangan 

karena penelitian ini hanya mengumpulkan data,melakukan wawancara, mencari 

fakta, kemudian menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan cara 

pengumpulan dan penyusunan data, selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan 

landasan teori yang ada. 

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang apa saja aset tetap yang terdapat 

di intansi serta pengelolaan dan pengawasan aset tetap di Dinas Prasara Jalan Tata 

Ruang Dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan SAP No 09 

dan PP 71 tahun 2010. Berdasarkan 1) Pengertian Aset tetap. 2) Klasifikasi aset 

tetap. 3) perolehan aset tetap. 4) pengakuan aset tetap. 5) penilaian aset tetap. 6) 

pengeluaran setelah masa perolehan. 7) penyusutan aset tetap. 8) pemberhentian 

aset tetap. 9) penyajajian dan pengungkapan aset tetap. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara umum, salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan 

transparansi dana kuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah 

penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang 

memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar 

akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum menurut 

(Suhanda2006:2). 

Laporan keuangan dalam lingkungan sector publik memegang 

peranan penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas sector publik. 

Dikarenakan laporan keuangan tersebut memberikan informasi keuangan 

untuk pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan keuangan. 

Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sector 

publik, memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan 

sector publik. Informasi keuangan. Akuntansi sector publik memiliki peran 

penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwuju dan 

akuntabilitas publik. Oleh karena itu, Laporan keuangan sector public 

terbagi menjadi dua, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan posisi 

keuangan organisasi pada waktu tertentu dan laporan keuangan yang 

menjelaskan perubahan atas posisi keuangan tersebut. Dan catatan atas 

laporan keuangan. Laporan keuangan menyediakan informasi keuangan 

untuk pihak yang berkepentingan dalam mengambil suatu keputusan 

keuangan, yang mana salah satu informaasi keuangan yang dibutuhkan 
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adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan 

laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas 

akuntansi mengenai aset, liabilitas dan ekuitas pada periode akuntansi 

Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang Dan Permukiman. Pada umumnya, 

entitas akuntansi menyajikan asset menjadi asset lancer dan asset tidak 

lancar. Suatu asset dikategorikan sebagai asset lancer apabila : (a) berupa 

kas atau setara kas ; dan (b) asset tersebut diharapkan segera 

direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 

(duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lain yang tidak memenuhi 

kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai asset tidak lancar (Nordiawan dkk 

2007:154) 

Salah satu penunjang yang penting dalam menjalankan 

kegiatan operasional instansi pemerintahan adalah aset tetap yang dimiliki 

dinas tersebut. Contohnya, dinas tidak akan dapat menjalankan kegiatan 

pekerjaannya apabila tidak memiliki gedung dan kendaraan. Aset (plant 

assets) adalah sumber daya yang memiliki tiga karakteristik: memiliki 

bentuk fisik (bentuk dan ukuran yang jelas), digunakan dalam kegiatan 

operasional, dan tidak untuk dijual ke konsumen. Aset ini biasa 

diklasifikasikan sebagai property, pabrik, danperalatan (property, plant, 

and equipment); atau aset tetap (plant assets). Aset dalam kelompok ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun bagi dinas. 

Kecuali tanah, aset tetap memiliki nilai yang semakin menurun seiring 

dengan masa manfaatnya (Soemarso SR, 2005 : 24). 
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Akuntansi aset tetap telah diatur dalam pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintah Nomor 07 (PSAP 07) dari lampiran PP 24 Tahun 

2005,maupun PSAP 07 dari lampiran II PP 71 Tahun 2010. Dimana PSAP 

07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan 

pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan aset tetap 

berdasarkan peristiwa (events)yang terjadi, seperti perolehan aset tetap 

pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan dari 

hibah/donasi, dan penyusutan. Untuk itu sangat penting bagi pemerintah 

daerah untuk mengetahui prinsip-prinsip pengolahan aset tetap milik  

daerah agar aset tetap yang dimiliki dapat dikelola dengan baik dan benar 

sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pernyataan standar 

Akuntansi Pemerintah No. 07 (PSAP 07). 

Dibalik pentingnya aset tetap pada intansi pemerintah, masih 

terdapat masalah yang timbul berupa aset tetap yang tidak disusutkan oleh 

intansi tersebut, aset tersebut antara lain meja esselon III, Printer canon 

pixma, erlenmayer 250 cc. beberapa aset tetap tersebut tidak dilakukan 

penyusutan karena tahun perolehan barang tersebut tidak diketahui oleh 

Dinas tersebut, ini diakibatkan karena seringnya dinas Prasjal tarkim 

pindah ruangan kerja sehingga ada beberapa arsip yang hilang. Dengan 

tidak dilakukannya penyusutan tersebut menyebabkan perolehan terhadap 

aset tetap tidak optimal dan pemanfaatan akan aset tetap kurang 

bermanfaat. Selain itu, aset tetap perlu disusutkan karena aset tetap dengan 

berlalunya waktu akan mengalami penurunan kapasitas dalam 
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memberikan jasa serta agar suatu entitas mengalokasikan biaya dari aset 

tetap ke masa manfaat dari aset tetap yang bersangkutan. Oleh karena itu, 

masalah tersebut akan memberikan dampak pada laporan posisi keuangan 

seperti penyajian nilai aset tetap secara tidak wajar sesuai dengan manfaat 

ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah.  

Disamping itu, Ada beberapa aset tetap golongan jalan, irigasi,  

jaringan dan juga aset tetap golongan peralatan dan mesin yang di kelola 

oleh Dinas Prasjal Tarkim mengalami kerusakan berat (RB) dan juga 

habisnya masa manfaat ekonomi seperti jembatan batang besi, jembatan 

talo mondan, motor grader, sepeda motor honda, whell loader, filling 

cabinet tetapi belum dilakukan penghapusan atau pergantian terhadap aset 

tetap tersebut. Hal ini terlihat dengan tidak dipindahkannya aset tetap 

tersebut kedalam kategori aset lainnya di dalam kartu inventaris barang, 

seharusnya apabila aset tetap sudah melakukan penghapusan/pergantian 

maka harus di ungkap atau di sajikan ke dalam kategori aset lainnya 

berdasrkan Standar Akuntansi Pemerintah 09.  

Seluruh aset tetap yang dimiliki pemerintah memerlukan biaya 

perawatan dan pemeliharan guna dapat memperbaiki masalah yang timbul. 

Pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah berguna untuk pemeliharaan dan 

perawatan aset tetap, sehingga menambah masa manfaat aset tetap dan 

meningkatkan kapasitas serta mutu produksi aset tetap. Oleh karena itu, 

diperlukan pengendalian dan pengawasan internal yang begitu besar 

terhadap aset tetap. 
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Pengendalian intern pemerintah sendiri telah diatur oleh 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mendefinisikan bahwa sistem 

pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pengawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya 

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala 

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap 

peraturan peraturan perundang-undangan. Untuk itu aset tetap yang ada 

pada intansi harus benar-benar diperhatikan yaitu dengan melakukan 

pengendalian dan pengawasan yang baik terhadap aset tetap. Menurut 

Peraturan Pemerintah Pasal 2 Ayat (1) ”untuk mencapai pengelolaan 

keuangan negara yang efektif, efesien, transparan dan akuntable, 

mentri/pimpinan lembaga gubernur, dan Bupati/wali kota wajib 

melakukanpengendalian atas penyelenggaraan pemerintah”. SPIP pada 

pasal 2 ayat (3) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai 

bagi tercapainya efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan negara, kendala pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Dengan adanya pengendalian dan pengawasan tersebut maka 

intansi dapat mengikhtisarkan seluruh aset tetap yang dimilikinya 

yang dapat memberikan keuntungan yang cukup besar. 

Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman sebagai 
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sebuah instansi yang berperan dalam pembagunan yang memiliki aset 

tetap, tentunya memerlukan pengendalian yang baik agar aset tetap 

nya terkelola dan terpelihara. Pengendalian intern dapat dilakukan untuk 

memberikan informasi yang akurat dan juga tingkat keefetifitasan sistem 

manajemen yang telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaanya, Dinas 

Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman melakukan pemeriksaan 

secara independent yang dilakukan oleh bidang pelaksana bagian 

pemeliharaan setiap satu bulan sekali dan juga melakukan penyuluhan 

dan pembinaan terhadap karyawan – karyawan di intansi tersebut. 

Sistem pengendalian intern yg terjadi pada Dinas Prasjal tidak terlepas 

dari adanya kekurangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kesalahan 

dalam pencatatan aset tetap barang yng rusak (RB).  

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui dan 

menulis masalah tersebut dalam bentuk tugas akhir  dengan judul 

“SISTEM PENGENDALIAN INTERN ASET TETAP PADA 

DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN 

PERMUKIMAN” 

 

B. Perumusan Masalah 

Pengendalian intern terhadap aset tetap berbeda di setiap 

perusahaan/intansi, baik besar atau kecil sekalipun, karena masing-masing 

perusahaan/intansi mempunyai cara pencatatan yang berbeda sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan/intansi terkait. Dalam hal ini yang ingin 
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diketahui adalah bagaimanakah pengendalian dalam instansi tersebut. 

Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk membahas pengendalian yang 

berkaitan dengan aset tetap di Dinas Prasarana jalan Tata Ruang dan 

Permukiman Sumatera Barat. 

1. Apa saja asset tetap yang ada pada dinas prasarana jalan tata ruang 

dan permukiman sumatera barat ? 

2. Bagaimana system pengendalian intern pada dinas prasarana jalan 

tata ruang dan permukiman sumatera barat ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai. Adapun tujuan 

dari penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui apa saja aset tetap yang ada pada Dinas 

Prasaranan jalan Tata ruang dan Permukinan 

b. untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern 

aset tetap pada Dinas Prasaranan jalan Tata ruang dan 

Permukiman 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat  yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
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masukan kepada Dinas Prasrana Jalan Tata Ruang dan 

Permukiman Provinsi Sumatera Barat dalam pengawasan dan 

pengelolaan aset tetap yang diterapkan. 

b. Bagi Penulis 

Sebagai bahan masukan kepada penulis agar dapat 

mengetahui secara langsung mengenai pengendalian intern 

terhadap aset tetap di Dinas Prasarana jalan tata ruang 

dan permukiman dan dapat menambah ilmu 

pengetahuan peneliti, serta dapat mengaplikasikan teori-

teori yang didapat dari perkuliahan dengan sebenarnya. 

c. Bagi Pembaca 

  Sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang 

nantinya dapat bermanfaat sebagai referensi bagi rekan-

rekan mahasiswa dalam membuat paper ditahun-tahun 

mendatang yang berkaitan dengan pengendalian interen 

terhadap aset tetap pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang 

dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab 

terdahulu serta hasil penelitian pada Dinas Prasarana jalan Tata Ruang dan 

Permukiman Sumatera Barat, maka pada bab V ini penulis akan mencoba 

mengambil kesimpulan yang penulis anggap spenting bagi bagi pihak 

Dinas Prasarana jalan Tata Ruang dan Permukiman Sumatera Barat. 

1. Dinas Prasarana jalan Tata Ruang dan Permukiman Sumatera 

Barat memperoleh aset tetap dengan cara pembelian tunai dan 

bekerja sama dengan pihak ketiga (pemborong) 

2. Dinas Prasarana jalan Tata Ruang dan Permukiman Sumatera 

Barat tidak melakukan penyusutan di beberapa aset tetap karena 

kurangnya pengawasan terhadap aset tetap 

3. Pencatatan yang dilakukan untuk aset tetap belum memberikan 

informasi yang akurat terhadap keberadaan dari aset tetap yang 

disajikan dalam laporan keuangan serta kurangnya pemantauan 

yang dilakukan manajemen yang berhubungan dengan efesiensi 

dan efektifitas operasional 

B. Saran 

Setelah mengemukakan kesimpulan diatas sebagai penutup tugas 

akhir ini penulis akan mencoba memberikan saran sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki penulis, yang kiranya dapat memberikan 

manfaat dalam penulisan tugas akhir ini. Adapun saran-saran yang penulis 

88 
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kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Sistem pengendalian intern aset tetap seharusnya dilakukan, 

misalnya dengan membentuk bagian khusus yang betul-betul 

menangani selutuh aset tetap seperti melakukan pemeriksaan fisik 

secara periodik terhadap aset tetap tersebut kemudian 

membandingkan dengan catatan akuntansinya. Hal ini sangat 

penting karena aset tetap merupakan harta yang jumlahnya besar. 

Tanpa keberadaan aset tetap tersebut, sebuah intansi tidak dapat 

menjalankan kegiatan operasional dengan baik. 

2. Sebaiknya aset tetap yang mengalami kerusakan berat, dilakukan 

penghapusan/pergantian terhadap aset tetap tersebut agar dapat 

digunakan kembali. 
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